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ABSTRAK. Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur lingkungan menjadi isu 
krusial dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah urban yang menghadapi tantangan 
degradasi fasilitas publik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi warga dalam 
pemeliharaan infrastruktur yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dan melemahnya nilai 
sosial seperti gotong royong. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kegiatan 
sosialisasi berbasis nilai sosial dan kesadaran hukum, mengidentifikasi perubahan perilaku masyarakat 
pasca-sosialisasi, serta merumuskan model pemberdayaan masyarakat berbasis lokal. Keterbaruan 
penelitian terletak pada pendekatan transdisipliner yang mengintegrasikan hukum, teknik sipil, dan 
sosiologi dalam strategi partisipatif dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). 
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman hukum (dari 31% menjadi 83%) dan 
partisipasi warga dalam pemeliharaan infrastruktur (dari 35% menjadi 77%). Strategi sosialisasi 
berbasis nilai sosial terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum dan solidaritas warga. 
Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa integrasi pendekatan hukum dan sosial mampu 
meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam menjaga kualitas 
infrastruktur lingkungan. Model pemberdayaan ini direkomendasikan untuk diterapkan dalam kebijakan 
pembangunan berbasis partisipasi komunitas. 

Kata kunci:. pemberdayaan masyarakat, infrastruktur lingkungan, nilai sosial, kesadaran hukum, 
partisipasi warga 
 
ABSTRACT. Community empowerment in the maintenance of environmental infrastructure is a critical 
issue in sustainable development, particularly in urban areas facing the degradation of public facilities. 
This study is motivated by the low level of public participation in infrastructure maintenance, attributed 
to a lack of legal awareness and declining social values such as mutual cooperation (gotong royong). 
The objectives of this study are to analyze the effectiveness of socialization activities based on legal 
awareness and social values, to identify behavioral changes in the community after the intervention, 
and to develop a community empowerment model rooted in local values. The novelty of this research 
lies in its transdisciplinary approach, integrating legal studies, civil engineering, and sociology through 
a participatory action research (PAR) method. The results indicate a significant improvement in legal 
understanding (from 31% to 83%) and community participation in infrastructure maintenance (from 
35% to 77%). Socialization strategies grounded in social and legal values prove effective in fostering 
legal consciousness and community solidarity. The study concludes that the integration of legal and 
social approaches enhances active and sustainable public engagement in maintaining environmental 
infrastructure. This empowerment model is recommended for adoption in community-based 
development policies. 

Keywords: community empowerment, environmental infrastructure, social values, legal awareness, community 
participation 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan infrastruktur lingkungan 
merupakan fondasi penting dalam mendukung 
kesejahteraan sosial, aktivitas ekonomi, dan 
pelestarian lingkungan hidup (Alam et al., 
2024). Namun demikian, keberlanjutan kualitas 
infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh 
kualitas teknis dan pengawasan pemerintah, 
melainkan sangat bergantung pada partisipasi 
aktif masyarakat dalam proses pemeliharaan 
dan perawatan (Kambu et al., 2022). Di 
Indonesia, kerusakan infrastruktur dasar seperti 
jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum 
sering terjadi karena minimnya kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya peran mereka 
dalam menjaga sarana publik. 

Berdasarkan hasil observasi kegiatan 
sosialisasi di Kelurahan Pangkalan Masyhur, 
sebelum pelaksanaan kegiatan, hanya 31% 
warga yang memahami dasar hukum terkait 
peran masyarakat dalam menjaga infrastruktur, 
dan 65% belum pernah terlibat dalam 
pemeliharaan sarana publik. Namun, pasca-
sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan, yaitu 
83% peserta mampu menyebutkan dasar 
hukum, bentuk partisipasi, dan menunjukkan 
niat membentuk tim pemeliharaan lingkungan 
(Sekaryadi et al., 2020)(Hidayat et al., 2023). 
 
Tabel 1 Tingkat Pemahaman dan Partisipasi 
Masyarakat Sebelum dan Sesudah Sosialisasi 

Kategori Sebelum 
Sosialisasi 
(%) 

Sesudah 
Sosialisasi 
(%) 

Mengetahui 
dasar hukum 

31 83 

Terlibat 
pemeliharaan 
lingkungan 

35 77 

Siap 
menyusun 
rencana 
tindak lanjut 

10 68 

 

Gambar 1 Peningkatan Pemahaman Hukum 
dan Partisipasi Warga 
 

Kondisi tersebut mengindikasikan 
pentingnya integrasi antara pendekatan hukum 
dan nilai sosial dalam pemberdayaan 
masyarakat. Konsep pemberdayaan bukan 
sekadar sosialisasi normatif, melainkan 
menciptakan ruang dialog, pemahaman 
kolektif, dan rasa memiliki terhadap fasilitas 
umum. Gotong royong, tanggung jawab 
kolektif, dan kesadaran hukum adalah tiga pilar 
utama dalam strategi keberlanjutan 
infrastruktur di tingkat lokal (Holcombe et al., 
2018). 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1). 
Menganalisis efektivitas kegiatan sosialisasi 
yang berbasis pada nilai-nilai hukum dan sosial 
dalam meningkatkan partisipasi aktif 
masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur 
lingkungan. (2). Mengidentifikasi perubahan 
sikap dan perilaku masyarakat pasca-sosialisasi 
terhadap tanggung jawab kolektif dalam 
menjaga infrastruktur lingkungan. (3). 
Merancang dan mengembangkan model 
pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi 
dengan nilai-nilai lokal serta kesadaran hukum 
sebagai strategi keberlanjutan pengelolaan 
infrastruktur lingkungan (Tjio, 2023). 

Penelitian ini menawarkan pendekatan 
transdisipliner antara hukum, teknik sipil, dan 
sosiologi yang sebelumnya jarang 
dikombinasikan dalam pemberdayaan 
infrastruktur lingkungan. Keterbaruan lainnya 
adalah penggunaan metode participatory action 
research (PAR) yang tidak hanya menganalisis 
kondisi, tetapi juga mendorong tindakan 
kolektif warga secara langsung. Pendekatan 
berbasis nilai sosial seperti gotong royong, rasa 
memiliki, dan tanggung jawab komunitas 
menjadikan kegiatan ini relevan dan 
berkelanjutan dalam konteks masyarakat 
Indonesia. 
 
State Of The Art Penelitian 
 
Kajian tentang pemberdayaan masyarakat 
dalam pemeliharaan infrastruktur lingkungan 
telah banyak dilakukan, namun pendekatannya 
cenderung sektoral dan belum 
mengintegrasikan secara menyeluruh aspek 
hukum, sosial, dan partisipatif. Penelitian-
penelitian sebelumnya menunjukkan 
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keberhasilan parsial dalam meningkatkan 
partisipasi warga melalui pendekatan 
pendidikan, sosialisasi media, atau advokasi 
hukum, tetapi jarang mengombinasikan 
ketiganya secara sistematis. 

(Boncu et al., 2022) menekankan 
pentingnya media interaktif dalam membangun 
keterlibatan warga terhadap kegiatan 
lingkungan melalui pendekatan pendidikan 
partisipatif. Studi ini memperlihatkan adanya 
peningkatan pemahaman konsep-konsep dasar 
partisipasi warga setelah penggunaan media 
visual dan audiovisual, namun belum 
menyentuh aspek kesadaran hukum secara 
spesifik. 

Sementara itu, (Jesús Enrique Morales 
Rico, 2023) memperlihatkan bagaimana media 
berbasis visual dapat memfasilitasi perubahan 
perilaku kolektif dalam konteks pendidikan, 
dengan temuan bahwa partisipasi warga 
meningkat seiring dengan pemahaman visual 
atas hak dan kewajiban mereka. Studi ini 
memperluas pengaruh media pembelajaran ke 
ranah sosial, tetapi belum menyertakan aspek 
perancangan aksi komunitas jangka panjang. 

(Vansdadiya et al., 2023), melalui 
pendekatan partisipatif dalam konteks 
pendidikan matematika, menekankan 
pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman 

dan kontribusi warga sebagai pelaku utama 
perubahan. Meskipun berada di luar ranah 
infrastruktur, model partisipatif yang digunakan 
memiliki potensi untuk direplikasi dalam 
kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis 
lingkungan. 

Di sisi lain, belum banyak penelitian 
yang menggabungkan pendekatan 
transdisipliner antara hukum (legal 
empowerment), teknik (pengelolaan 
infrastruktur), dan sosiologi (nilai sosial lokal) 
secara simultan dalam konteks pemberdayaan 
masyarakat. Kebanyakan studi masih 
membatasi diri pada satu disiplin atau konteks 
sektoral. 

Penelitian ini menawarkan pembaruan 
(novelty) dengan mengembangkan model 
pemberdayaan masyarakat yang memadukan 
kesadaran hukum, nilai sosial lokal seperti 
gotong royong, serta metode Participatory 
Action Research (PAR). Pendekatan ini tidak 
hanya mendeskripsikan kondisi sosial, tetapi 
juga merancang tindakan kolektif melalui 
kolaborasi warga, perangkat hukum, dan 
fasilitator sosial. Oleh karena itu, posisi 
penelitian ini berada pada irisan antara teori 
pembangunan berkelanjutan, hukum 
partisipatif, dan penguatan kapasitas komunitas 
berbasis nilai. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif dengan metode action 
research atau penelitian tindakan partisipatif 
(Siregar et al., 2021). Pemilihan pendekatan ini 
didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan 
utama program pengabdian kepada masyarakat, 
yakni mendorong perubahan perilaku serta 
meningkatkan kesadaran warga akan 
pentingnya peran mereka dalam merawat 
infrastruktur melalui pemahaman hukum dan 
penguatan nilai-nilai sosial. Pendekatan action 
research memberikan ruang bagi partisipasi 
aktif masyarakat dalam setiap tahapan 
kegiatan—mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga evaluasi secara reflektif . 

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan 
Pangkalan Masyhur, yang memiliki berbagai 
sarana infrastruktur publik seperti jalan 
lingkungan, saluran drainase, serta bangunan 
umum yang dimanfaatkan secara bersama oleh 
warga. Subjek kegiatan mencakup tokoh 
masyarakat, perwakilan RT/RW, kelompok 
pemuda, dan aparat kelurahan setempat. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan beberapa teknik, yaitu observasi 
partisipatif untuk mengamati kondisi fisik 
infrastruktur serta perilaku warga, wawancara 
semi-terstruktur guna menggali pemahaman 
masyarakat terkait aspek hukum dan nilai 
sosial, serta diskusi kelompok terarah (FGD) 
yang bertujuan untuk menjaring aspirasi, 
pandangan, dan pengalaman warga dalam 
keterlibatan mereka menjaga dan merawat 
fasilitas umum (Siregar et al., 2022). 

Selain itu, kuesioner pra dan pasca 
kegiatan juga digunakan untuk mengukur 
perubahan tingkat pemahaman dan sikap warga 
setelah mengikuti sosialisasi. Kegiatan 
sosialisasi dilakukan melalui penyampaian 
materi yang meliputi pengenalan jenis-jenis 
infrastruktur dasar, prinsip-prinsip 
pemeliharaan ringan secara teknis, serta 
pemaparan peraturan perundang-undangan 
yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan 
peraturan daerah mengenai tata ruang. Materi 
disampaikan dengan pendekatan komunikatif 
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yang mengombinasikan penjelasan hukum 
dengan ilustrasi praktis dalam kehidupan 
sehari-hari, serta memperkuat nilai-nilai lokal 
seperti semangat gotong royong, tanggung 
jawab bersama, dan kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar. 
 
Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini 
memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep 
pendidikan masyarakat, yakni sebuah proses 
pemberdayaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan warga melalui pendekatan 
nonformal serta partisipatif. Dalam 
pelaksanaannya, metode action research 
(penelitian tindakan partisipatif) dipadukan 
dengan model pendidikan masyarakat, karena:: 
1. Tujuan utamanya adalah perubahan 

perilaku dan peningkatan kesadaran warga, 
terutama dalam aspek hukum dan sosial 
terkait infrastruktur. 

2. Materi disampaikan melalui sosialisasi, 
diskusi kelompok, simulasi, dan studi 
kasus, yang merupakan metode khas 
pendidikan masyarakat. 

3. Kegiatan dilaksanakan langsung di tengah 
masyarakat (Kelurahan Pangkalan 
Masyhur), melibatkan tokoh lokal, dan 
mendorong keterlibatan aktif peserta dalam 
perencanaan hingga evaluasi. 

4. Evaluasi dilakukan tidak hanya secara 
kuantitatif (kuesioner pra dan pasca), tetapi 
juga kualitatif melalui diskusi dan refleksi, 
sejalan dengan prinsip pendidikan 
transformatif ala Paulo Freire yang 
menekankan dialog dan kesadaran kritis. 

 
Berdasarkan referensi dalam jurnal ini, 
pendekatan semacam ini terbukti efektif dalam 
membangun pemahaman yang mendalam serta 
mendorong terbentuknya tindakan kolektif di 
kalangan masyarakat. Dalam kerangka 
pendidikan masyarakat, metode ini termasuk 
dalam kategori continuing education dan 
penyuluhan hukum berbasis kearifan lokal, 
yang sangat relevan untuk pemberdayaan 
masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. 

Usai pelaksanaan sosialisasi, proses 
evaluasi dilakukan melalui analisis data 
kualitatif dengan menggunakan model Miles 
dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap 
utama: reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Sementara itu, hasil 
kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif 

untuk mengukur peningkatan pemahaman 
hukum dan sikap sosial warga. Dengan 
demikian, metode yang digunakan tidak hanya 
menggambarkan situasi atau kondisi yang 
terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam 
mendorong perubahan nyata di tingkat 
komunitas melalui pendekatan kolaboratif yang 
mengintegrasikan disiplin ilmu teknik sipil, 
hukum, dan sosiologi.. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan selama 
satu hari di Kantor Kelurahan Pangkalan 
Masyhur, dengan melibatkan sebanyak 35 
peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, 
perwakilan RT/RW, anggota pemuda Karang 
Taruna, serta aparatur kelurahan. Sebelum 
kegiatan dimulai, para peserta diminta untuk 
mengisi kuesioner awal sebagai instrumen 
untuk mengukur tingkat pemahaman mereka 
mengenai peran hukum dan tanggung jawab 
sosial dalam menjaga infrastruktur publik. Hasil 
dari kuesioner pra-sosialisasi menunjukkan 
bahwa hanya sekitar 31% peserta yang 
mengetahui keberadaan regulasi seperti 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah 
mengenai Tata Ruang. Sementara itu, mayoritas 
peserta, yakni sekitar 65%, mengakui bahwa 
mereka belum pernah secara langsung terlibat 
dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur 
lingkungan yang bersifat terstruktur atau 
terorganisir. 

Grafik berikut menunjukkan hasil 
kuesioner awal yang diisi oleh peserta 
sosialisasi di Kelurahan Pangkalan Masyhur. 
Sebanyak 31% peserta mengetahui keberadaan 
aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan 
Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. 
Sementara itu, sekitar 65% peserta mengaku 
belum pernah terlibat langsung dalam kegiatan 
pemeliharaan infrastruktur lingkungan secara 
terorganisasi 
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Gambar 2 Partisipasi Warga Hasil Kuesioner 
Pra-Sosialisasi 
 
Materi sosialisasi disampaikan dalam dua sesi 
utama. Sesi pertama difokuskan pada 
pembahasan mengenai jenis-jenis infrastruktur 
dasar, prinsip-prinsip pemeliharaan ringan 
seperti memastikan saluran drainase tetap 
bersih, melaporkan kerusakan jalan, serta 
melakukan pembersihan rutin di area publik—
dan pentingnya tanggung jawab sosial dalam 
penggunaan fasilitas umum. Sesi kedua 
membahas aspek hukum yang mengatur peran 
serta masyarakat dalam pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur, termasuk 
pemahaman mengenai hak dan kewajiban 
warga dalam kerangka pembangunan 
berkelanjutan. Penyampaian materi dilakukan 
secara partisipatif, melalui pemutaran video 
singkat, diskusi kelompok, serta simulasi 
pemetaan permasalahan lingkungan yang 
dihadapi masyarakat setempat. 

 
Gambar 3 Sosialisasi Peran Warga dalam 
Menjaga Kualitas Infrastruktur Berbasis 
Aturan Hukum dan Nilai Sosial 
 
Setelah sesi berlangsung, peserta mengisi 
kuesioner evaluasi (post-test) yang 
menunjukkan peningkatan pemahaman 
signifikan. Sebanyak 83% peserta mampu 
menjelaskan kembali dasar hukum 
pemeliharaan infrastruktur dan menyebutkan 
peran warga dalam melaporkan atau menangani 
kerusakan fasilitas umum. Dalam diskusi 
kelompok, muncul berbagai inisiatif warga 
untuk membentuk tim kecil pemantau 
infrastruktur lingkungan di tingkat RT, serta 

rencana swadaya pembersihan saluran air setiap 
akhir bulan. 

Berdasarkan hasil observasi, 
pendekatan yang bersifat kolaboratif serta 
berlandaskan nilai-nilai sosial lokal seperti 
gotong royong terbukti lebih efektif dalam 
menumbuhkan kesadaran masyarakat. Temuan 
ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat 
yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), yang 
menyatakan bahwa partisipasi aktif warga dapat 
ditingkatkan melalui proses pemberdayaan dan 
keterlibatan langsung dalam pengambilan 
keputusan. Selain itu, penyampaian materi 
hukum dengan menggunakan bahasa yang 
kontekstual dan komunikatif mampu 
meningkatkan pemahaman serta penerimaan 
masyarakat terhadap substansi hukum yang 
sebelumnya dianggap abstrak atau kurang 
relevan dengan realitas kehidupan mereka 
sehari-hari. 
 
Temuan ini juga sejalan dengan pemikiran 
Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa 
hukum seharusnya berperan sebagai sarana 
pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata 
sebagai alat kekuasaan (Rahardjo, 2009). 
Dalam konteks ini, hukum akan berfungsi 
secara optimal apabila diterapkan melalui 
pendekatan sosiologis yang memperhatikan 
struktur nilai, budaya lokal, serta pola hubungan 
sosial yang berkembang di tengah masyarakat. 
 
Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini tidak 
hanya berhasil meningkatkan pengetahuan 
warga secara substansial, tetapi juga 
menumbuhkan kesadaran kolektif dan 
membangun komitmen sosial dalam menjaga 
infrastruktur sebagai bentuk tanggung jawab 
bersama. Keberhasilan kegiatan ini dapat 
dijadikan pijakan untuk merancang program 
lanjutan, seperti pelatihan teknis pemeliharaan 
ringan, pembentukan sistem pelaporan 
masyarakat, hingga advokasi kebijakan berbasis 
partisipasi komunitas di tingkat lokal. 
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Gambar 4 Presentasi Narasumber terkait 
Aturan Hukum dan Nilai Sosial Dalam 
Menjaga Kualitas Infrastruktur 
 
Berdasarkan hasil pengisian kuesioner awal 
(pra-sosialisasi), diketahui bahwa sebagian 
besar peserta, yaitu sebesar 69%, belum 
memiliki pemahaman yang memadai 
mengenai landasan hukum terkait 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, 
termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung dan 
Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang. 
Sementara itu, hanya 31% peserta yang sudah 
mengetahui adanya kewajiban hukum yang 
melekat pada masyarakat dalam menjaga dan 
melestarikan fasilitas umum.. 

Namun, setelah kegiatan sosialisasi, 
terjadi peningkatan signifikan dalam 
pemahaman hukum. Berdasarkan hasil post-
test, sekitar 83% peserta mampu 
menyebutkan hak dan kewajiban masyarakat 
sesuai hukum yang berlaku, serta mampu 
mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran dan 
konsekuensinya. Hal ini mengonfirmasi 
pendapat Maria Farida Indrati (2007) bahwa 
pemahaman hukum yang baik merupakan 
prasyarat terbentuknya kesadaran hukum 
dalam masyarakat. 

 
Gambar 5 Hasil Sosialisasi Peran Warga 

Dalam Menjaga Infrastruktur 
 
 
Kendala yang Dihadapi Masyarakat dalam 
Berpartisipasi Menjaga Kualitas 
Infrastruktur 
 
Melalui diskusi kelompok dan wawancara, 
terungkap beberapa kendala utama yang 
menghambat partisipasi warga. Pertama, 
minimnya informasi dan edukasi hukum 
mengenai peran warga dalam pembangunan. 
Kedua, masih adanya anggapan bahwa 
pemeliharaan infrastruktur merupakan 
tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah. 
Ketiga, rendahnya kesadaran kolektif dan 
lemahnya koordinasi antarwarga untuk 
kegiatan pemeliharaan. 
 
Sebagian besar warga juga menyampaikan 
bahwa belum tersedia mekanisme pelaporan 
kerusakan infrastruktur yang mudah dan 
cepat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum 
saja belum cukup tanpa didukung pembinaan 
sosial dan penguatan nilai gotong royong. 
Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono 
Soekanto menegaskan bahwa efektifnya 
hukum bergantung pada struktur sosial, 
budaya, dan sistem nilai masyarakat yang 
mendukung (Soekanto, 2009). 
 
Strategi Sosialisasi yang Efektif untuk 
Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Nilai 
Sosial 
 
Kegiatan sosialisasi dilakukan secara 
partisipatif dan kontekstual, menggunakan 
media visual, diskusi interaktif, dan studi 
kasus lokal. Strategi ini terbukti efektif karena 
disampaikan dengan bahasa yang mudah 
dipahami dan disesuaikan dengan realitas 
warga sehari-hari. Hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa 91% peserta merasa 
materi yang disampaikan relevan dan 
aplikatif. 
 
Strategi ini juga berhasil mendorong diskusi 
kolektif yang menghasilkan inisiatif warga, 
seperti rencana pembentukan tim pemelihara 
lingkungan berbasis RT dan kegiatan gotong 
royong rutin. Keberhasilan ini mendukung 
pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum 
yang efektif harus bersifat memberdayakan 
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dan dekat dengan realitas sosial masyarakat 
(Rahardjo, 2009). 
 
Pengaruh Sosialisasi terhadap Perubahan 
Sikap dan Perilaku Masyarakat 
 
Evaluasi pasca kegiatan menunjukkan adanya 
perubahan sikap yang positif. Sebanyak 77% 
peserta menyatakan kesediaannya untuk 
terlibat aktif dalam kegiatan pemeliharaan 
infrastruktur, dan 68% mulai menyusun 
rencana tindak lanjut di lingkungannya. 
Perubahan ini menunjukkan bahwa sosialisasi 
tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi 
juga menumbuhkan rasa tanggung jawab 
sosial dan kesadaran hukum. 

Hasil ini menguatkan teori Arnstein 
(1969) mengenai tangga partisipasi warga, 
bahwa warga akan bergerak dari posisi pasif 
menuju partisipatif ketika diberi ruang, 
informasi, dan dukungan untuk berkontribusi 
dalam pembangunan bersama. 
 
Simpulan Sementara dari Hasil dan 
Pembahasan: 
1) Tingkat pemahaman hukum warga 

meningkat signifikan setelah sosialisasi. 
2) Kendala utama partisipasi warga adalah 

kurangnya informasi, rendahnya rasa 
memiliki, dan tidak tersedianya 
mekanisme pelaporan. 

3) Strategi sosialisasi yang komunikatif dan 
kontekstual efektif dalam menyampaikan 
pesan hukum dan sosial. 

Sosialisasi berdampak nyata pada perubahan 
sikap warga untuk lebih peduli dan aktif 
menjaga infrastruktur. 
 

SIMPULAN 

Kegiatan sosialisasi ini membuktikan bahwa 
peningkatan kesadaran hukum dan sosial 
masyarakat dalam menjaga kualitas 
infrastruktur dapat dicapai melalui pendekatan 
yang partisipatif, komunikatif, dan kontekstual. 
Hasil kegiatan menunjukkan adanya 
peningkatan signifikan dalam pemahaman 
masyarakat terhadap dasar hukum 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, 
serta munculnya kesadaran kolektif untuk 
berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum. 
Kendala yang selama ini dihadapi, seperti 
minimnya informasi hukum dan rendahnya rasa 
kepemilikan terhadap infrastruktur publik, 

dapat diatasi melalui strategi sosialisasi yang 
menyatu dengan nilai-nilai sosial seperti gotong 
royong dan tanggung jawab bersama. Melalui 
diskusi kelompok, praktik langsung, dan 
simulasi pemecahan masalah, warga terdorong 
untuk menyusun langkah nyata dalam menjaga 
infrastruktur di lingkungan masing-masing. 
Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi 
dalam membangun budaya hukum dan 
solidaritas sosial di tingkat lokal, yang pada 
akhirnya mendukung keberlanjutan 
pembangunan infrastruktur yang berkualitas 
dan berkeadilan. 
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